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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.1.1 Pengertian Pajak 

         Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak 

merupakan penerimaan yang dominan dari seluruh penerimaan negara. Banyak para ahli 

memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud dan tujuan yang 

sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh para ahli, R. Santoso 

Brotodiharjo, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 

          Menurut Waluyo (2009:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

           Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah kontribusi wajib pada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

         Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip dari Siti Resmi 

(2009), antara lain: Menurut Rochmat Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
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timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

           Menurut Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian 

dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 

secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”. 

 

2.1.2 Fungsi pajak 

Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat 

ada dua fungsi pajak berdasarkan Mardiasmo (2009:1), yaitu : 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetary) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

 

b. Fungsi Mengatur (Regulatory) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap 

minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi 

dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif 

dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia 

di pasaran dunia. 
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2.1.3 Asas Pemungutan Perpajakan 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa asas pemungutan perpajakan yaitu 

(Mardiasmo, 2009:7): 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yan berasal dari dalam maupun 

dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya 

tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

 

2.1.4 Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi, 2009:9) : 

a. Stelsel Pajak 

Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan: 

1. Stelsel Nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan realistis. Kelemahan nya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
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2. Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarmya pajak 

yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang 

dibayar selama tahun berjalan, tahun harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu (Mardiasmo, 

2009:7): 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-

cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

2. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib 

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 
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a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak 

sendiri. 

b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang. 

c)  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, 

pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak 

           Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 

(Mardiasmo, 2009:23). Menurut Resmi (2009:26), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak. 

      Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, 

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib 
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pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). Persyaratan 

objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. 

 

2.2.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP 

          Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 

Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani 

oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib 

pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa 

khusus. Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data 

pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut : 

1)  Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidak menjalankan usaha 

atau pekerjaan bebas: Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau 

paspor bagi orang asing. 

2) Untuk Wajib Pajak Badan 

a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor 

pusat bagi Bentuk Usaha Tetap. 

b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan. 

3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong : 

a. Surat penunjukkan sebagai Bendahara. 

b. Kartu Tanda Penduduk 

4) Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong: 
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a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation. 

b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing 

sebagai penanggung jawab. 

c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation. 

Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha 

tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilkiNPWP Kantor 

Pusat/domisili suami. 

 

2.2.2 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu: 

a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 

b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 

d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi 

perpajakan. 

 

2.3 Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan 

           Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti  atau ditaati serta dipatuhi, dengan kata 

lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma 

perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya 

bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho,2006). 
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Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) 

sebagai berikut : 

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat. 

2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan. 

3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk    mendidik 

wajib pajak. 

4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 

5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 

 

2.4 Kesadaran Wajib Pajak 

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, 

dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu 

menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan 

ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. 

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan 

melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman 

tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi 

aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, 

kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, 

menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan 

keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

         Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 

hal-hal berikut : 
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1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 

5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela. 

6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. 

 

2.5 Kepatuhan Perpajakan 

       Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun 

terakhir. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh 

izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan 

dalam jangka waktu 10 tahun terakhir 

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap 

wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir 

untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. 

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan 

publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian 

sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal. 
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            Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 

2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, 

melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak 

pernah menerima surat teguran. 

 

2.6 Wajib Pajak Orang Pribadi 

         Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan 

wajib   pajak subjek luar negeri : 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri 

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau 

b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan, atau 

c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.  

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri 

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah: 

a) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang 

tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia.  



23 
 

b) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang 

tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  

c) Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT 

Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. SPT Tahunan 

adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan 

perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak dalam suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak.  

d) Sistem self-assessment adalah pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayarkan.  

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil  

berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan 

bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang 



24 
 

dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan 

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian yang dijabarkan dalam tabel 

berikut ini  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul Penelitian Hasil Penelitiaan 

1 Adi Purnomo / 2008 Pengaruh kesadaran wajib 

pajak, persepsi wajib pajak 

tentang sanksi perpajakan dan 

hasrat membayar pajak 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Persepsi wajib pajak 

terhadap sanksi 

perpajakn memiliki 

pengaruh positif 

terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

2 Agus Nugroho / 2006 Pengaruh sikap wajib pajak 

pada pelaksanaan sanksi 

denda pelayanan fiskus dan 

kesadaran perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Semua variabel bebas 

yang diteliti memiliki  

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

kepatuhan wajib 

pajak baik secara 

parsial maupun 

simultan 

3 Wuri Manik Asri / 

2009 

Pengaruh kualitas pelayanan, 

biaya kepatuhan pajak dan 

kesadaran wajib pajak pada 

kepatuhan pelaporan wajib 

pajak badan yang terdaftar di 

KPP Pratama Madya 

Denpasar. 

Terdapat pengaruh 

yang positif dan 

signifikan antara 

variabel bebaas dan 

variabel terikat 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Pentingnya aspek kesadaran bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap 

wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas kesadaran yang 

semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya 

sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan 
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meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan 

meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik 

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran 

wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan 

kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak 

sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan 

pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah Self 

Assessment System. Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan 

yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta 

masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-

benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan peraturan pemenuhan perpajakan.  

Dengan self assessment system diharapkan wajib pajak akan melakukan 

kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri pun perlu 

didorong dengan adanya pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya. Semakin besar pengetahuan wajib pajak akan fungsi negara 

maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitupula dengan 

diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka skema 

kerangka pemikiran dapat digambarkan seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                  : Berpengaruh secara parsial 

                  : Berpengaruh secara simultan 

 

2.9 Hipotesis Penelitian  

 

          Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2010:70). Dari definisi tersebut maka 

ditarik hipotesis sebagai berikut :  

H1: Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak  berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. 

H2 :  Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.  

 

Persepsi tentang 

Sanksi Perpajakan 

(X1) 

Kesadaran Wajib 

Pajak 

(X2) 
 
 

Kepatuhan Pelaporan 

Wajib Pajak 

(Y) 
 


